SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a.

WALI KOTA SURAKARTA,

bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat pelaksanaan belanja jasa
kepada kelompok masyarakat perlu dilaksanakan
secara tertib, transparan, akuntabel, serta memenuhi
prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;

bahwa pelaksanaan belanja jasa yang diwujudkan
dalam Dana Pembangunan Kelurahan bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surakarta digunakan untuk membiayai kegiatan
pembangunan hasil musyawarah pembangunan
Kelurahan kepada kelompok masyarakat;

bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian
hukum pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan
perlu  mengatur Pedoman  Pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan dengan peraturan wali kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;

Mengingat: . . .



Mengingat

Menetapkan
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Surakarta.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan . ..
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tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang
dipimpin oleh Camat.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.

8. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut Pokmas
adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan
pengelolaan Dana Pembangunan Keluarahan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum
musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di
tingkat Kelurahan yang dilaksanakan secara
demokratis antara pemangku kepentingan
pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan,
yang dilaksanakan secara demokratis berbasis
masyarakat Kelurahan.

10. Dana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya
disingkat DPK adalah belanja barang/jasa yang
diberikan kepada Pokmas yang bersumber dari APBD
untuk membiayai kegiatan pembangunan hasil
Musrenbangkel.

11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya
disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta

meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 2
Unit kerja di Sekretariat Daerah yang membidangi
administrasi kewilayahan mempunyai tugas dan tanggung

jawab melakukan koordinasi perumusan kebijakan,

sosialisasi . . .
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sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK

di tingkat Daerah.

Pasal 3
Camat melaksanakan tahapan perencanaan penganggaran,
penatausahaan, verifikasi, pencairan, monitoring dan
evaluasi tingkat Kecamatan serta pelaporan kegiatan DPK di

wilayah kerjanya.

Pasal 4
(1) Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab
melakukan pendampingan pada tahapan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, monitoring DPK dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban DPK oleh
Pokmas.
(2) Perencanaan dan pengelolaan DPK berpedoman pada

mekanisme pengadaan barang/jasa swakelola tipe IV.

Pasal 5

(1) Pokmas merupakan pelaksana kegiatan DPK.

(2) Kepengurusan Pokmas ditetapkan dengan keputusan
pemangku wilayah setempat.

(3) Kepengurusan Pokmas terdiri atas :

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan
d. tim teknis;

(4) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab secara formal dan material atas
pelaksanaan kegiatan DPK.

(5) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
menyampaikan kerangka acuan kerja dengan
melampirkan:

a. rincian anggaran belanja; dan

b. rancangan gambar kegiatan fisik.

Pasal 6. ..



(1)

(2)

(3)

Pasal 6
Pokmas melaksanakan kegiatan DPK dengan
melibatkan partisipasi lembaga di Kelurahan.
Lembaga di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan lembaga yang telah disahkan
dengan Keputusan Lurah dan LKK.
LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. rukun tetangga;

b. rukun warga;

c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
d. karang taruna;

e. pos pelayanan terpadu; dan

f. lembaga pemberdayaan masyarakat.

BAB III
SASARAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Sasaran DPK untuk memfasilitasi kegiatan hasil

Musrenbangkel.

(1)

(2)

(1)

Pasal 8
Besaran alokasi DPK sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.
Besaran alokasi DPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan hasil perhitungan formulasi DPK pada

setiap Kelurahan

Bagian Kedua

Besaran Alokasi

Pasal 9
Alokasi anggaran DPK terdiri atas:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi . . .



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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b. alokasi proporsional.

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh

puluh lima juta rupiah) pada setiap Kelurahan.

Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dihitung berdasarkan bobot dengan

indikator sebagai berikut:

a. luas wilayah dengan bobot 35% (tiga puluh
persen);

b. jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh
persen);

c. jumlah wajib pajak PBB yang membayar dengan
bobot 10% (sepuluh persen);

d. jumlah rumah tangga miskin dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen); dan

e. swadaya masyarakat pendamping DPK dengan

bobot 5% (lima persen); dan

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 10
DPK digunakan untuk melaksanakan:
a. kegiatan hasil Musrenbangkel; dan
b. kegiatan prioritas pembangunan yang berbentuk:
1. kegiatan fisik; dan
2. non fisik;
pada anggaran tahun berjalan.
Kegiatan hasil Musrenbangkel sebagaimana pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. kegiatan unggulan;
b. kegiatan prioritas; dan
c. kegiatan tertentu.
Kegiatan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan kegiatan berbasis potensi lokal
yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif

bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan

penguatan . .



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)
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penguatan pada  pencitraan  kota, didukung
pembiayaaan yang rasional dan proporsional.

Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kegiatan yang diukur menurut
bobot indikator dan/atau tingkat kepentingan yang
disepakati bersama oleh peserta Musrenbangkel tahun
sebelumnya untuk dilaksanakan dengan DPK.
Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan kegiatan yang disepakati dalam
forum Musrenbangkel tahun berjalan untuk merubah
prioritas  kegiatan hasil Musrenbangkel tahun
sebelumnya.

Penggunaan  anggaran untuk  kegiatan @ fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1
dialokasikan maksimal 20% (dua puluh persen) dari
DPK.

Kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 digunakan
untuk mendukung program prioritas Pemerintah

Daerah.

Pasal 11

Biaya operasional Pokmas dipergunakan untuk

mendukung  kegiatan  operasional DPK dan

pemberdayaan masyarakat.

Biaya operasional Pokmas ditentukan dengan

memperhatikan asas efisiensi, manfaat, dan kepatutan.

Besaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. untuk alokasi kurang dari Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) paling banyak sebesar
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

b. untuk alokasi lebih dari Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling
banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah);

c.untuk. ..



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
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c. untuk alokasi lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling
banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah); dan

d. untuk alokasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) paling banyak sebesar

Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

BAB IV
PELAKSANAAN DPK

Pasal 12

DPK dilakukan berpedoman kepada pengadaan
barang/jasa melalui swakelola tipe IV.

Swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan swakelola yang direncanakan oleh
perangkat daerah  penanggungjawab anggaran
dan/atau  berdasarkan  usulan Pokmas, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas pelaksana
swakelola.

Pelaksanaan DPK sebagaimana dimaksud ayat (1)

dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 14
Pencairan DPK mengacu pada kontrak swakelola.
Pencairan DPK sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan melalui 2 (dua) tahap meliputi:
a. pencairan DPK tahap [; dan
b. pencairan DPK tahap II.
Ketentuan mekanisme pencairan DPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam

petunjuk teknis.

BAB .



BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK dilakukan
melalui tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan (Berita Daerah
Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan (Berita Daerah Kota Surakarta

Tahun 2025 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan

dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO
Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara
] elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI
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